SALINAN

BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,
bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara,

Pemerintah memberikan gaji ketiga belas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan
tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran
2016 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati
II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730) ;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara
dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun
atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 899);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2015 Nomor 9 );



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1.

(1)

(2)

(3)-

(1)

(2)

(3)

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
PNS Daerah Kabupaten Magetan.

. Pejabat Negara adalah Bupati Magetan dan Wakil Bupati

Magetan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Magetan.

Pasal 2

PNS dan Pejabat Negara diberikan gaji ketiga belas dalam

Tahun Anggaran 2016.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. PNS yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang
gajinya dibayar oleh instansi induknya;

b. PNS yang diberhentikan sementara; dan

c. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

atau diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.
Pasal 3

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2016.
Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2016 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

bagi :



a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan

b. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
dan tunjangan jabatan.

(4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan
jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan.

(5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
tunjangan Tenaga Kependidikan.

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4

(1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan pada bulan Juni 2016.

(2) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat
dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran

dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
Pasal 5

(1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji ketiga
belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih
menguntungkan.

(2) Apabila PNS atau Pejabat Negara menerima lebih dari satu
jenis  penghasilan, kelebihan  pembayaran  tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang
meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar

penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2016.



Pasal 7

Ketentuan pemberian gaji ketiga belas dalam Peraturan Bupati ini

berlaku juga bagi Anggota DPRD.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
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